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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR23 usm 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 61

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

unhang a. bahwa sehubungan dengan tclah ditctapkannya Peraturan
Pcmer.ntah Nomor 18 Tahun 2018 tcntang Perubahan Kcdua atas
Peraturan Pemcnntah Nomor 19 Tahun 2016 tcntang Pembcnan
Gaji. Pcnsiun. Atau Tunjangan Kctiga Belas kepada PNS. Prajurit
TNI Anggota Kcpolisian Negara Republik Indonesia. Pcjobo; Negara.
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. dan ditetapkannya
Peraturan Perr.erimah Nomor 19 Tahun 2018 tcntang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS,
Prajurit TNI, Anggota Kcpolisian Negara Republik Indonesia, Pcjaba:
Vegara. Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, mcnyebabkan
Bclar.ja dan Tunjangan Pegawai harus disesuaikan kembaSi untuk
mencukupi kebutuhan setiap bulannya pada beberapa Pcrangkat

Dacrah di lingkungan Pemcnntah Kabupatcn Bckasi;

b bahwa untuk mencukup: kebutuhan belanja pegawai setiap bulan
sebagaimana huruf a diatas, scsuai ketentuan dalam Lampiran

Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pccom.in Pcnyusunan Anggaran Pendapatar. dan 3elanja Dacrah
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Ventcn Dalam Ncgeri Nomor 134 Tahun 2017 tcntang Perubahan
Atas Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 33 Tahun 2017
tcntang Pedomun Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Dacrah Tahun .Anggaran 2018 pada Romawi V angka 22,

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lamnya yang bclum cukup tcrsedia dan/atau belum dianggarkan
dapat dilaksanakan mcndahului penetapan peraturan dacrah
temar.g Perubahan APBD dengan cara Menctapkan Peraturan

KepaJa Daerah tcntang Perubahan Penjabaran APBD;
c bahwa untuk melaksanakan kebutuhan belanja pegawai

sebagaimana huruf a dan huruf b
. pcrlu ditindaklanjuti mclalui

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017

tcntang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah

Kabupatcn Bckasi Tahun Anggaran 2018;



<i bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a

.
 huruf b dar. huruf c ciatas

. perubahan tersebut perlu ditetapkan
kembali mclalui Peraiuran Bupats.

;ngat 1 Undang-Undang Xomor 1<1 Tahun 1950 tentang Peiribentukan
Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 3arat
(Berua Negara Tahun 1950);

2
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Ncgara

ILcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);

3
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 teniang Perbcndaharaan

Ncgara (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmcriksaan
Pengclolaan dun Tanggungjawab Kcuangan Ncgara |Lcmbaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400);

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah
(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

,

Tambahan Ncgara Republik Indonesia Nomor 4438);
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomorintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244. Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua Atas
Undang-L*ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Dacrah (Lcmbaran Ncgara Rcpubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraiuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan
Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8
.
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun. Atau Tunjangan Kctiga Bclas kepada PNS,
Prajunt TNI. Anggota Kepolisian Ncgara Republik Indonesia, Pcjabat
Negara. dan Pencrima Pensiun aiau Tunjangan (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembenan
Tunjangan Han Raya Daiam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS,

Prajunt ~NI. Anggota Kcpolisiar. Negara Republik Indonesia, Pejabat
Ncgara. Penenma Pensiun dan Pcnenma Tunjangan (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78

. Tambahan

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6208);

V



:0 Peraturan Prcsiden Rcpublik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017
lentang Rincian Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Ncgara Tuhun
Anggaran 20!  8 iLembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244j;

11.Peraturan Menicri Dalann N,cgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pcngeloloan Kcuangan Dacrah sebuBOimana teloh
bcbcrapa kali diubah. lerakhir dengan Pcraturan Mcnteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua aias
Peraturan Mcnteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pcdomar. Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310|;

12 Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pcdomar. Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah
Tahun Anggaran 2018 Benta Ncgara Republik Indonesia Tahun
JO 17 Nomor 825| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanju
Dacrah Tahun Anggaran 2018 iBcrita Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1952):

13.  Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah

diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Brkusi Nomor 7 Tahun
-015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor I Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan
Daerah iLcmbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
!>mbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 20!
"

 tentang

Anggaran Pendapatan dan 3clanja Daerah Tahun Anggaran 2018
l-cmbaran Daerah Kabupaten 3ekasi Tahun 20! 7 Nomor 81;

16 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pcniabaran
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2018
.ÿlerita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

nctapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 61

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

3 ELAN J  A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PasalI

Ketentuan Lampirnn I can Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana
tercantum dalarr

. Lampiran Peraturan Bupati ini;

Ha! r.al yang diatur dalam Peraturan 3upati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang

Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran :X318. sepanjang udak diatur
dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku



Pasal II

::an 3upa:i Bckasi in: mulai bcrlaku pada tanggal diur.dangkan.

setiap orang mcngeiahuinya, memcrintahkan pengundangun Pcraturan Bupati mi,
menempatkar.nya dalam Bcriia Daerah Kabupatcn Bckiisi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Mei 2018

BUPATI BEKASI

t.t.
d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

jr. i.ingkan d: Cikarang Pusat
tanggal 21 M«i 2C18

S DAERAH KABUPATEN BEKASI

A DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 23




